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MOTTO 
 
“Jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatKu untuk kalian.”  
(QS. Ibrahim: 7) 
“Ingatlah kepadaKu niscaya Aku ingat kepada kalian.”(QS.Al-Baarah: 12) 
 “Tidaklah Allah mengadzab mereka, selama mereka memohon ampun 
(beristighfar kepada Allah) “(QS. Al-Anfal: 33) 
 “Doa itu melunakkan yang keras, menentramkan yang bersedih, mendekatkan 
yang jauh, menguatkan yang lemah, menyatukan yang terpisah, dan menjadikan 
yang tiada menjadi ada” 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine how the performance of the Sukoharjo 
district Education and Culture Office is measured by the Balance Scorecard 
method. With primary and secondary data, this study took samples from the staff 
of the Education and Culture Office of Sukoharjo district, as many as 50 
respondents. Data analysis techniques use descriptive method, reliability test and 
validity test. 
The results of the study revealed that for the financial perspective, the 
performance of the Sukoharjo district Education and Culture Office in general 
was quite good. The customer perspective produces a pretty good performance, 
stating the satisfaction level of 63.86%. The internal business process perspective 
shows good performance showing satisfaction results of 74.67%. Growth and 
development perspectives show good results of employee satisfaction retention 
rate showing results of 71.38%. 
 
Keywords: Balance Scorecard, Performance, Education and Culture Office of 
Sukoharjo Regency, 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo diukur dengan metode 
Balance Scorecard. Dengan data primer dan sekunder, penelitian ini mengambil 
sampel dari para pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo yaitu sebanyak 50 responden. teknik analisis data menggunakan 
metode diskriptif, uji reliabilitas dan uji validitas.  
 
 Hasil penelitian diketahui bahwa untuk perspektif keuangan, kinerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo secara umum cukup baik. 
Perspektif pelanggan menghasilkan kinerja yang cukup baik, menyatakan tingkat 
kepuasan sebesar 63,86%. Perspektif proses bisnis internal menunjukkan kinerja 
yang baik menunjukkan hasil kepuasan sebesar 74,67 %. Perspektif pertumbuhan 
dan pengembangan menunjukkan hasil baik tingkat retensi kepuasan pegawai 
menunjukan hasil sebesar 71,38%. 
 
Kata kunci : Balance Scorecard, Kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo,  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Para pemimpin dan manajer sektor publik di abad ke-21 menghadapi 
perubahan lingkungan strategis secara substansional. Semakin langkanya 
persediaan sumber daya alam, semakin besarnya tuntutan akuntabiltas serta 
ketatnya persaingan dalam penyediaan layanan publik dari sektor swasta telah 
mengubah media operasional (operational landscape) agen-agen sektor publik.  
Konsep lama yang hanya mengukur kinerja sektor publik dari sudut 
efisiensi keuangan belaka sekarang sudah tidak memadai. Selain efisien secara 
biaya (efficient cost). Fokus perhatian para manajer agen sektor publik kini mutlak 
juga diarahkan secara serempak pada kemampuan inovasi dalam memenuhi 
kebutuhan yang dikehendaki  masyarakat. Disinilah letak pentingnya pengukuran 
kinerja sector publik secara komprehensif. Kinerja mana yang sekarang harus 
didukung oleh kapasitas teknologi, pengetahuan dan ketrampilan pekerja serta 
inovasi baru sebagai kunci mencapai kinerja pelayanan yang optimal.   
Kinerja merupakan suatu gambaran pegelolaan dari suatu organisasi. 
Setiap organisasi termasuk organisasi sektor publik perlu mengetahui kinerjanya 
untuk mengetahui hasil pencapaiannya. Untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Sehingga 
untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dibutuhkan suatu 
sistem pengukuran kinerja (Fitriyani, 2014).  
 
  
 
 
Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem untuk 
membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 
financial maupun nonfinansial. Menurut Yulaikha (2014) pengukuran kinerja 
sektor publik juga merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas publik. 
Pengukuran kinerja penting bagi manajemen dan masyarakat dalam 
menilai kinerja organisasi sector publik. Bagi manajemen pengukuran kinerja 
tersebut merupakan bagian integral dari sistem pegendalian manajemen, 
sedangkan bagi pihak luar pengukuran kinerja bermanfaat untuk memonitor dan 
menilai pencapaian kinerja organisasi sektor publik.  
Akhir-akhir ini kinerja instansi pemerintah telah menjadi sorotan publik, 
terutama sejak timbulnya sistem yang lebih demokratis dalam pemerintah. 
Masyarakat mulai mempertanyakan atau menilai yang mereka peroleh atas 
pelayanan yang telah diberikan oleh instansi pemerintah. Sehingga pemerintah 
daerah sekarang dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu 
baik dari peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya 
tuntutan masyarakat daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan 
peningkatan pelayanan publik (Halim, 2007). 
Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi 
keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Pendekatan dalam pengukuran kinerja bisa dimodifikasi agar layak digunakan 
untuk menilai kinerja akuntabilitas publik dengan sebenarnya. Kantor 
pemerintahan adalah organisasi sektor publik yang bergerak dibidang pelayanan 
  
jasa yang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan suatu upaya 
pelayanan secara serasi, baik dan terstruktur dalam upaya menciptakan 
kesejahteraan rakyat demi menciptakan visi dan misi pemerintah.  
Meskipun organisai publik tidak bertujuan untuk mencari profit, organisasi 
ini terdiri atas unit-unit yang saling terkait yang mempunyai misi yang sama yaitu 
melayani masyarakat. Untuk itu, organisasi publik harus dapat menerjemahkan 
visinya, kedalam strategi, tujuan, ukuran, serta target yang ingin dicapai. 
Selanjutnya dikomunikasikan kepada unit-unit yang ada untuk dapat dilaksanakan 
sehingga semua unit mempunyai tujuan yang sama yaitu pencapaian misi 
organisasi (Rohim, 2003). 
Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian 
pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasilyang 
ditampilkan berupa produk, jasa dan suatu proses. Pada kebanyakan organisasi 
swasta, ukuran kinerja ini adalah berupa tingkat laba. Namun organsasi sector 
publik tidak bisa menggunakan ukuran laba untuk menilai keberhasilan organisasi 
karena memang tujuan organisasi ini bukan memperoleh laba tetapi meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
Ihyaul (2012) mengungkapkan bahwa konsep pengukuran kinerja yang 
lebih komprehensif yaitu konsep balanced scorecard memungkinkan untuk 
diterapkan dalam pengukuran kinerja individu dalam organisasi sektor publik. 
Balance scorecard merupakan seperangkat ukuran yang memandang entitas 
secara komprehensif, yang tidak hanya mengukur aspek keuangan semata namun
  
 
juga mencantumkan ukuran-ukuran operasional lain seperti ukuran kepuasan 
pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, 
ukuran-ukuran yang digunakan dalam  balance scorecard dikembangkan dari visi, 
misi dan strategi organisasi.  
Pada dasarnya balance scorecard merupakan sistem pengukuran kinerja 
yang mencoba mengubah misi dan strategi organisasi menjadi tujuan dan ukuran-
ukuran yang lebih berwujud. Ukuran financial dan nonfinancial yang dirumuskan 
dalam perspektif balance scorecard sebenarnya adalah derivasi (penurunan) dari 
visi dan strategi organisasi. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja dengan 
balance scorecard ini mampu menjawab ertanyaan tentang seberappa besar 
tingkat pencapaian organisasi atas visi dan strategi yang telah ditetapkan.  
Pada organisasi penyedia layanan publik, tujuan utama pengukuran 
kinerjanya adalah untuk mengevaluasi keefektifan layanan jasa yang diberikan 
kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepuasan pelayanan menjadi lebih penting 
daripada sekedar keuntungan.  
Trend pengukuran kinerja organisasi layanan publik saat ini adalah 
pengukuran kinerja berbasis out come daripada sekedar berbasis proses. Artinya, 
kinerja organisasi publik sebenarnya tidak terletak pada proses mengolah input 
menjadi output , tetapi justru penilaian terhadap seberapa bermanfaat dan sesuai 
output tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. 
Out come merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
output kegiatan pada jangka menengah bagi masyarakat pengguna jaa organisasi 
  
 
publik. Outcome suatu organisasi didasarkan atas keberhasilan pencapaian visi 
bukan pada keberhasilan meningkatkan profitabilitas. Keberhasilan instansi 
pemerintah seharusnya diukur dari bagaimana mereka bisa memenuhi apa yang 
dibutuhkan masyarakat dan stakeholder lain yang telah menyediakan sumber daya 
(Quilivan, 2000)  
Melalui balanced scorecard pemerintah atau sektor publik akan mampu 
menjelaskan misinya kepada masyarakat dan dapat mengidentifikasi indikator 
kepuasan masyarakat secara lebih transparan, objektif, dan terukur serta mampu 
mengidentifikasi proses kerja dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan 
dalam mencapai misi dan strateginya.   
Penerapan balance scorecard pada pemerintahan daerah di Indonesia 
konsisten dan sejalan dengan kebijakan pengembangan Rencana Strategi 
(Renstra) yang mengarahkan organisasi pemerintah untuk merumuskan renstra 
pada organisasinya masing-masing. Penyusunan Renstra merupakan langkah 
perencanaan strategi yang dilakukan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran 
dan strategi organisasi pemerintahan (Wahyudin, 2012). 
Pengukuran kinerja selama ini yang terjadi di Kantor kedinassan 
Kabupaten Sukoharjo khususnya Dinas Pendidikan Sukoharjo masih mengalami 
banyak kendala dikarenakan Dinas Pendidikan dalam mengukur kinerjanya belum 
digunakan permodifikasian dengan menggunakan metode atau alat pengukuran 
terhadap pengukuran kinerja para pegawai di Kantor Dinas Pendidikan Sukoharjo. 
Dimana Dinas tersebut sebagai penyedia layanan masyarakat, maka masyarakat 
  
 
menuntut para pegawai untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan 
kebutuhan yang diperlukan masyarakat. (Sulistyo, 2018) 
Sebagai salah satu organisasi sektor publik, kantor Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam pengukuran kinerjanya belum 
menggunakan alat analisis khusus. Sesuai Pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 
tentang pokok-pokok kepegawaian mengamanatkan bahwa tujuan dari penilaian 
prestasi kerja adalah untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan 
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat. (Sulistyo, 2018) 
Pemerintah sendiri, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sudah 
mengeluarkan aturan mengenai Sasaran Kerja Pegawai yaitu Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS merupakan suatu proses 
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran 
kerja pegawai dan perilaku kerja PNS (Pasal 1 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2011). 
Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja PNS , yang dapat memberi 
petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja 
organisasi secara keseluruhan.  
Penilaian prestasi kerja PNS menggabungkan antara penilaian Sasaran 
Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Penilaian Perilaku Kerja. Penilaian prestasi 
kerja tersebut terdiri dari dua unsur yaitu SKP (sasaran kerja pegawai) dan 
Perilaku Kerja dengan bobot penilaian masing-masing unsur SKP sebesar 60 % 
  
dan Perilaku Kerja sebesar 40 %. Hasil penilaian prestasi kerja PNS dimanfaatkan 
sebagai dasar pertimbangan.  
 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target yang 
akan dicapai oleh seorang PNS dan dilakukan berdasarkan kurun waktu tertentu. 
Sasaran kerja pegawai meliputi unsur ; kuantitas merupakan ukuran jumlah atau 
banyaknya hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai, Kualitas merupakan 
ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai. 
Waktu merupakan ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai oleh 
seorang pegawai. Biaya merupakan besaran jumlah anggaran yang digunakan 
setiap hasil kerja oleh seorang pegawai. 
Masalah yang kerap dihadapi oleh organisasi sector publik yaitu tentang 
pelayanan terhadap masyarakat yang disebabkan kurang penilaian atau 
pengukuran kinerja yang tidak efektif  dan efisien. Banyak masyarakat yang 
mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh para karyawan Dinas 
Pendidikan Sukoharjo.  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menjadikan Balance 
Scorecard sebagai topik penyusunan skripsi ini dengan judul “Penerapan Balance 
Scorecard sebagai Tolok Ukur Kinerja Pelayanan Publik studi kasus Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo . 
1.2  Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan – permasalahan yyang dapat 
diidentifikasi adalah  : 
  
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo belum memiliki 
standard dan alat ukur pengukuran kinerja pegawainya, sehingga selama 
ini kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo tidak terukur. 
2. Laporan kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan 
(LKjIP) yang disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 
kekurangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan 
3. Perspektif keberhasilan kinerja berdasarkan program yang dilaksankan, 
tidak ada upaya pembaharuan pengukuran kinerja untuk peningkatan mutu 
pelayanan terhadap stakeholder 
 
1.3   Batasan Masalah  
Penelitian ini sebatas membahas permasalahan mengenai “Penerapan 
Balance Scorecard sebagai Tolok Ukur Kinerja Pelayanan Publik studi kasus 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo ”. 
 
1.4  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan bahwa pengukuran 
kinerja dengan menggunakan metode balance scorecard, maka masalah yang 
akan dibahas pada penelitian ini : 
  
1. Bagaimana pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik di Kantor 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo jika 
menggunakan balance scorecard ? 
 
1.5  Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraiakan sebelumnya, 
maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengukuran kinerja pada organisasi sector publik di 
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayyaan Kabupaten Sukoharjo jika 
menggunakan balance scorecard. 
 
1.6   Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan peneliti mengenai 
pengukuran kinerja Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Sukoharjo dengan metode balance scorecard  
2. Bagi Perguruan Tinggi 
Untuk menambah reverensi penelitian di dalam perguruan tinggi mengenai 
penerapan balance scorecard terhadap sektor publik 
3. Bagi Lembaga 
Penelitian ini bermanaat untuk digunakan sebagai pertimbangan 
menerapkan balance scorecard sebagai alternatif pengukuran. 
 
  
1.7   Jadwal Penelitian 
Terlampir  
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang akan dijadikan acuan 
dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulisan 
menggunakan teori-teori balance scorecard. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisi data, validitas dan reliabilitas data. 
BAB IV  PEMBAHASAN 
 Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lembaga dan hasil 
penelitian 
BAB V PENUTUP 
  
 Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, 
saran-saran, datar pustaka serta lampiran.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1  Kajian Teori 
2.1.1  Definisi Organisasi Sektor Publik 
Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan 
kepentingan umum dan penyedia barang atau jasa kepada publik yang dibayar 
memelaui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dalam hukum. (Mahsun, 
2009). Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Tidak 
ada definisi yang secara komprehensif dan lengkap bisa digunakan untuk semua 
sistem pemerintahan. Area organisasi sector publik bahkan sering berubah-ubah 
tergantung kejadian historis dan suasan politik yang berkembang di suatu Negara. 
Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik 
antara lain pemerintahan pusat, pemerintah daerah,sejumlah perusahaan dimana 
pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang 
pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi massa 
(Mahsun, 2009 : 13). Oleh karena itu organisasi sektor publik tidak lepas dari 
peran pemerintah dan bahkan umumnya organisassi yang menghasilkan pure 
public goods adalah pemerintah maka organisasi sektor publik sangat identik 
dengan pemerintah. 
Kebingungan juga sering munccul dalam membedakan organisasi sector publik 
dengan perusahaan swasta. Sebagaian orang sering menyederhanakan pemisahan 
tersebut dengan menganggap bahwa  oragnisasi sektor publik adalah organisasi 
non profit dan perusahaan swasta adalah profit oriented. Meskipun 
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anggapan ini tidak semuanya salah namun pengkategorisasian tersebut justru 
menjadi bias pada saat dikaitkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. 
Ada beberapa perbedaan sifat dan karakteristik antara organisasi sektor 
publik dengan organisasi swasta. Tabel 2.1 menunjukkan perbedaan sifat dan 
karakteristik organisasi sector publik dan organisasi swasta ditinjau dari tujua 
organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, 
karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi yang 
digunakan. 
Tabel 2.1 
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Sektor Swasta 
 
NO Aspek  
Perbedaan 
Sektor Publik Sektor Swasta 
1. Tujuan Organisasi Non Profit Motive Profit Motive 
2. Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, 
obligasi, laba 
BUMDBUMN, 
penjualan asset 
Negara 
Pembiayaan internal,: 
Modal sendiri, laba 
ditahan, penjualan 
aktiva. 
Pembiayaan Ekternal: 
utang bank, obligasi, 
penerbitan saham 
3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 
kepada masyarakat 
(publik) dan parlemen 
(DPR/DPRD) 
Pertanggungjawaban 
kepada pemegang 
saham dan kreditur 
  4. Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan 
hirarkis 
Fleksibel: datar, 
pyramid, lintas 
fungsional, dsb 
5. Karakteristik 
anggaran 
Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 
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6. Sistem Akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting 
7. Kriteria keberhasilan Ekonomi, efisiensi, 
efektivitas 
Laba 
8. Kecenderungan sifat Organisasi politis Organisasi bisnis 
9. Dasar operasional Di luar mekanisme 
pasar 
Berdasar mekanisme 
pasar 
Sumber : Mardiasmo, 2002, hal.8 
Meskipun organisasi sektor publik mempunyai sifat dan karakteristik yang 
berbeda dengan sektor swasta, tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, 
antara lain  (Mardiasmo, 2002 : 13) : 
1. Bagian dari Sistem Ekonomi Negara 
Keduanya merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu Negara 
dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. 
2. Kelangkaan Sumber Daya 
Menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya 
(scarcity of resource), sehingga baik organisasi sektor publik maupun sektor 
swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, 
efisien dan efektif. 
3. Proses Pengendaklian Manajemen 
Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada 
dasarna sama di kedua sektor ini. Kedduanya sama-sama membutuhkan 
informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, 
yaitu pemasaran, pengorganisasian, dan pengendalian. 
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4. Produk 
Pada  beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, 
misalnya baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang 
transportasi masa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. 
5. Peraturan Perundangan 
Kedua sektor terikat pada perarturan perundangan dan ketentuan hukum 
lain yang disyaratkan. 
 
2.1.2  Definisi Pengukuran Kinerja  
Kinerja menurut Indra Bastian (2006) adalah gambaran pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang 
dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengkuran kinerja merupakan 
faktor yang sangat penting bagi organisasi karena manajemen organisasi dapat 
memastikan tingkat keberhasilannya usahanya, memberikan dasar perencanaan 
strategis dan operasional di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja tidak 
hanya dilakukan pada input tetapi juga pada keluaran-manfaat dari program 
tersebut.  
Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu 
proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi atas; efisiensi penggunaan sumber 
daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik 
barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh 
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pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 
diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robetson, 2002). 
2.1.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik  
Pengukuran kinerja merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk 
menilai luaran dari suatu kegiatan terhadap target dan tujuan yang telah 
ditetapkan. Pengukuran kinerja menjelaskan secara kuantitatif maupun kualitatif 
berdasarkan luaran yang dicapai.  Pengukuran kinerja pada organisasi sektor 
publik menurut Mardiasmo (2009) dimaksudkan untuk :  
1. Pengukuran kinerja sector publik dimaksudkan untuk membantu 
memperbaiki kinerja pemerintah, 
2. Ukuran kinerja sector publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya 
dan pembuatan keputusan, 
3. Ukuran kinerja sector publik dimaksudkan untuk mewujudkan 
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan,  
 
Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik memiliki beberapa 
manfaat. BPKP (2000) dalam Mahsun (2009) menjelaskan manfaat pengukuran 
kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi, antara lain : 
1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan 
untuk pencapaian kinerja, 
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati,  
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3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkanya 
dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki 
kinerja, 
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi 
pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang 
telah disepakati, 
5. Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pemimpin dalam upaya 
memperbaiki kinerja organisasi, 
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, 
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah, 
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, 
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu  dilakukan, 
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi 
Dalam organisasi sektor publik, pengukuran kinerja juga menjelaskan 
efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diambil oleh manajer publik. Pengukuran 
kinerja oragnisasi sector publik juga mencerminkan akuntabilitas 
pertanggungjawaban atas tindakan atau kebijakan manajer publik sebagai 
pengelola organisasi sektor publik. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa sistem 
pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer 
publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur sector publik financial 
dan non-finacial. 
Dalam situasi tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi, penyediaan 
sistem yang secara komprehensif mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan 
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sector publik menjadi mutlak. Robinson (2002: 1d), mengemukakan beberapa 
alasan sehingga pengukuran kinerja sector publik sangat peting sebagai strategi 
untuk memperkuat daya kompetisi sektor publik diantaranya :  
1. Sebagai fasilitas pembelajaran untuk perbaikan layanan. Tidak dapat 
dipungkiri hasil pengukuran kinerja sector publik menjadi data awal bagi 
perbaikan pelayanan. 
2. Sebagai pembelajaran memperbaiki praktik manajemen. data pengukuran 
kinerja sector publik menyediakan kesempatan bagi para manajer sector 
publik untuk mempelajari implikasi atas aktivitas yang mereka 
rekomendasikan. Pengukuran secara potensial memperbaiki kualitas 
manajemen yang akhirnya memperbaiki kinerja penyediaan pelayanan. 
3. Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi. Data pengukuran 
kinerja sector publik membantu para manajemen memperhatikan 
pembelanjaan dana publik beserta prestasi yang tercapai. Dengan semakin 
meningkatnya tekanan atas akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah, data 
kinerja keuangan sector publik menjadi esensial. 
4. Sebagai alat ungkap sesuai dengan hokum yang berlaku. Dalam hal ini 
laporan kinerja akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban hokum 
pemerintah kepada parlemen atau auditor Negara. Di  sinilah pentingnya 
adanya tuntutan hokum agar laporan kinerja menjadi bagian dari 
akuntabilitas sektor publik.  
Berdasarkan pemaparan di atas, pengukuran kinerja sektor publik dapat 
dinyatakan dalam dua fungsi utama yang saling terkait: sumber pembelajaran 
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untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan serta pendorong 
akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tuntutan hukum.   
 
2.1.4 Tujuan Pengukuran Kinerja 
 Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat control perusahaan yang 
bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai apa yang dikehendaki 
perusahaan (Kaplan dan Norton, 1996). Tujuan pelaksaan pengukuran kinerja 
adalah: 
1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui   
pemotivasian secara maksimal.  
2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan 
personal. 
3. Menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan proposal 
4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan suatu penghargaan. 
 
2.1.5 Definisi Balance Scorecard 
 Balance scorecard merupakan metode untuk menerjemahkan visi dan 
strategis ke dalam berbagai tujuan dan ukuran dalam perangkat perspektif yang 
seimbang. Scorecard terdiri dari berbagai ukuran hasil yang diingankan oleh 
perusahaan dan juga proses yang akan mendorong tercapainya hasil masa depan 
yang diinginkan (Kaplan dan Norton, 1996). Balance scorecard didefinisikan 
sebagai suatu system manajemen yang dipakai sebagai kerangka sentral dalam 
berbagai proses manajerial penting seperti penetuan sasaran individual dan tim, 
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pemberian kompetensi, alokasi sumber daya manusia, perencanaan dan 
penganggaran, pemberian umpan balik strategis, pemberdayaan karyawan serta 
pertumbuhan iklim belajar (Kaplan dan Norton, 1996).  
 Penerapan Balance Scorecard dimulai dari akarnya yaitu pembelajaran 
dan petumbuhan organisasi yang akan memberikan kontribusi pada proses  bisnis 
internal. Balanced scorecard memberikan suatu kerangka konseptual yang 
merupakan satu bahasa dalam mengkomunikasikan misi dan strategis kemudian 
menginformasikan pada seluruh tentang apa yang menjadi penentu sukses saat ini 
dan masa yang akan datang. 
 Balance scorecard menunjukkan adanya pengukuran kinerja yang 
menggabungkan antara pengukuran keuangan dan non keuangan (Kaplan dan 
Norton, 1996). Ada empat kinerja organisasi yang dikur dalam Balanced 
Scorecard,  yaitu :  
1. Perspektif Keuangan (finansial perspektif) 
Perspektif keuangan menjadi focus dan ukuran di semua organisasi 
Balanced Scorecard yang merupakan peningkatan pendapatan, penurunan 
biayan dan peningkatan produktivitas, peningkatan pemanfaatan aktivitas 
dan penurunan resiko (Kaplan dan Norton, 1996). 
 
2. Perspektif Customer atau Pelanggan 
Perspektif customer menjadi memungkinkan organisasi menjelaskan 
berbagai ukuran pelanggan penting antara kepuasan, loyalitas, retensi, 
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akuisisi dan probabilitas dengan customer dengan segmen pasar. 
Perspektif customer juga memungkinkan organisasi melakukan 
identifikasi dan pengukuran secara ekplisit, proposisi nilai yang akan 
organisasi berikan kepada customers dan pangsa pasar (Kaplan dan 
Norton, 1996). 
3. Perspektif Proses Bisnis Internal 
Prespektif proses bisnis internal  diawali dengan proses inovasi menggali 
kebutuhan customers saat ini dan yang akan datang serta mengembangkan 
pemecahan kebutuhan, dilanjutkan dengan proses operasi, penyampaian 
produk atau jasa pada customer saat ini dan di akhiri dengan layanan purna 
jual (Kaplan dan Norton, 1996) 
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi 
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong 
dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif Balanced 
Scorecard (Kaplan dan Norton, 1996). 
 
2.1.6 Manfaat Balance Scorecard 
 Kaplan dan Norton (1996) mengemukakan beberapa manfaat dari 
Balanced Scorecard yaitu :  
1. Mengklarifikasi dan menghasilkan consensus mengenai strategi 
2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan 
3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi 
perusahaan 
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4. Meningkatkan berbagai tujuan strategi dengan sasaran jangka panjang dan 
anggaran tahunana 
5. Mengidentifkasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis 
6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodic dan sistematik 
7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan 
memperbaiki strategis. 
 
2.1.7 Konsep Balance Scorecard 
 Secara etimologi, balanced scorecard terdiri dari dua kata yaitu scorecard 
yang berarti kartu nilai, dan balance yang artinya berimbang. Kartu nilai adalah 
catatan kinerja yang direncanakan, catatan kinerja yang terealisasi, dan catatan 
perbandingan antar keduanya sebagai alat evaluasi atas kinerja orang yang 
bersangkutan. Adapun kata berimbang mengindikasikan adanya pengukuran 
seimbang antara dua aspek variable kinerja eksekutif yaitu seimbangan antara 
kinerja aspek keuangan dan aspek non keuangan serta seimbangan antara kinerja 
jangka pendek dan jangka panjang (Mulyadi, 2001: 2) 
2.1.8 Karakteristik Balance Scorecard 
 Balanced scorecard memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Instrument pengukuran kinerja manajemen yang multi dimensional. 
Balanced scorecard mengukur kinerja dari dimesi keuangan dan non 
keuangan dari organisasi. Balanced scorecard memberikan indicator 
kinerja keuangan (akuntansi), juga memberikan indicator-indikator lain 
24 
 
 
dalam dimensi non keuangan seperti kepuasan pelanggan, waktu 
pelayanan, kualitas kepuasan kerja, segmen pasar. 
2. Akomodatif terhadap berbagai kepentingan stakeholders.  
Balanced scorecard mencoba mengakomodasikan seoptimal mungkin 
berbagai kelompok kepentingan terkait dengan organisasi. Seluruh 
indikator kinerja yang penting menurut perspektif berbagai kelompok 
stakeholder (pemegang saham, kreditor, pelanggan, rekan kerja, pegawai, 
pemerintah, dan masyarakat) secara teoritis dapat dimasukkan kedalam 
Balanced Scorecard. 
3. Berorientasi pada implementasi misi dan strategi. 
Ukuran untuk kinerja yang dipakai dalam Balanced Scorecard 
diidentifikasikan dan diseleksi dengan seksama dan rasional dari misi, visi, 
dan strategi ke dalam tujuan-tujuan strategi tersebut ditentukan ukuran 
keberhasilan sebagai suatu lag indicator dan kinerja organisasi. Untuk 
setiap lag indicator itu selanjutnya diidentifkasi performance driver yaitu 
success factor yang sangant menentukan hasil strategi tersebut. 
 
a. Management by objectives 
 Balanced scorecard mengasumsikan diterapkannya management 
by objectives. Manajemen pada tingkat organisasi harus mempunyai tujuan 
yang jelas, yang dijabarkan kedalam sasaran yang lebih nyata dan mudan 
dipahami. 
b. Operasional yang kongkrit 
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 Visi, misi, strategi organisasi biasanya bersifat abstrak dan umum. 
Balanced scorecard merupakan instrument untuk mengimplementasikan 
misi dan strategi tersebut menjadi suatu yang spesifik dan konkrit serta 
mudah dipahami. Balanced scorecard berfungsi untuk menerjemahkan 
visi, misi dan strategi tersebut menjadi tindakan yang kogkrit melalui 
proses yang disebut strategic learning. 
c. Seimbang (balanced) 
 Keseimbangan dalam balanced scorecard berarti keseimbangan 
antara perspektif stakeholder, konsumen, dan karyawan. Manajemen 
dituntut untuk dapat melihat berbagai aspek yang mencakup organisasi 
secara keseluruhan. 
d. Hubungan sebab akibat  
 Balanced scorecard disusun berdasarkan hubungan sebab akibat 
yang jelas dan logis antar ukuran-ukuran yang dipakai sehingga bisa 
ditunjukkan secara jelas hubungan sebab akibat anatara keempat perspektif 
tersebut. 
 
e. Memberikan lagging dan leading indicator 
 Lagging indicator adalah suatu ukuran dalam Balanced Scorecard 
yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian suatu sasaran perspektif 
waktunya masa lalu, sedangkan leading indicator adalah suatu ukuran 
dalam Balanced Scorecard yang merupakan indikator keberhasilan yang 
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mempengaruhi faktor-faktor kunci penentu kinerja masa depan, dimana 
hal ini berarti kinerja perusahaan mengarah ke masa yang akan datang. 
f. System manajemen era informasi 
 Dalam perkembanganya, balanced scorecard bukan hanya sekedar 
instrument pengukuran kinerja, tetapi dapat dipakai sebagai suatu system 
manajemen dalam arti sebagai suatu framework sentral yang tertuju pada 
misi dan strategidalam melaksanakan proses manajemen, seperti 
perencanaan, penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kompensasi, 
pemberdayaan, karyawan dan sebagainya. 
g. Top down dan bottom up 
 Balanced scorecard merupkan isntrumen yang digunakan untuk 
mengkomunikasikan, mensosialiasaikan serta mengopersionalisasi misi 
dan strategi yang diformulasikan oleh manajemen puncak secara abstrak, 
umum dan berdimensi waktu jangka panjang, untuk selanjutya karyawan 
diharapkan dapat memberikan umpan kepada manajemen puncak. 
h. Strategy Business Unit (SBU) 
 Balanced scorecard paling tepat diterapkan secara komprehensif 
pada tingkat strategy business unit, karena terdiri atas ukuran-ukuran yang 
satu sama yang lain dihubugkan secara logis oleh hubungan sebab akibat 
yang jelas, sehingga membentuk satu kesatuan pemikiran yang 
komprehensif mengenai operasioan misi dan strategic business unit 
(Kaplan dan Norton, 1996). 
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2.1.9 Keunggulan Balance Scorecard 
 Keunggulan balanced scorecard dalam konsep pengukuran kinerja 
memiliki karakteristik sebagai berikut (Mulyadi, 2001:18) : 
1. Komprehensif  
Sebelum konsep balanced scorecard ditemukan, organisasi 
beranggapan bahwa perspektif keuangan adalah perspektif yang paling 
tepat untuk mengukur kinerja. Setelah keberhasilan balanced scorecard, 
para eksekutif baru menyadari output yang dihasilkan oleh perspektif  
keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari tiga perspektif lainnya, 
yaitu pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran dan 
pertumbuhan. Dengan adanya perluasan pengukuran ini diharapkan 
manfaat yang diperoleh adalah peliatgandaaan keuangan di jangka 
panjang dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk memasuki arena 
bisnis yang kompleks 
2. Koheren  
Balanced scorecard mewajibkan personal untuk membangun 
hubungan sebab akibat diantara berbagai sasaran yang dihasilkan dalam 
perencanaan strategic. Setia sasaran strategic yang ditetapkan dalam 
perspektif non keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan 
sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.  
3. Seimbang  
Keseimbangan sasaran strategic yang dihasilkan dalam empat 
perspektif meliputi jangka pendek dan jangka panjang yang berfokus pada 
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faktor internal dan ekternal. Keseimbangan dalam balanced scorecard 
juga tercermin dengan selarasnya scorecard personal staff dengan 
scorecard organisasi sehingga setiap personal yang ada dalam organisasi 
bertanggung jawab untuk memajukan organisasi.   
4. Terukur  
Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah 
adanya keyakinan bahwa “if we can measureit, we can manage it, if we 
can manage it, we can achive it”. Sasaran strategic yang sulit diukur 
seperti pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta 
pembelajaran dan pertumbuhan dengan menggunakan balanced scorecard 
dapat dikelola sehingga bisa diwujudkan. 
Keunggulan balanced scorecard lainya adalah : 
a. Merupakan sekumpulan pengukuran yang meberikan pandangan bisnis 
yang luas dan komprehensif kepada manajer puncak. 
b. Memberitahu akibat terjadinya kegagalan. 
c. Meminimumkan kelebihan informasi yang membatasi jumlah pengukuran 
yang digunakan 
d. Menggabungkan pengukuran financial dan pertumbuhan dan operasional 
pada kepuasan konsumen, proses internal, inovasi organisasi, dan 
pertumbuhan organisasi. 
e. Mendorong manajer untuk melihat bisnis dari empat pandangan, yaitu 
keuangan, pelanggan, proses internal bisnis serta pembelajaran dan 
pertumbuhan   
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2.1.10 Faktor Penyebab Kegagalan Penerapan Balance Scorecard 
 Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan penerapan 
Balanced Scorecard pada suatu organisasi, yaitu (Sulastri, 2003) : 
1. Memandang bahwa Balanced Scorecard merupakan pendekatan yang 
berdiri sendiri yang berbeda dengan pemdekatan yang lain. 
2. Kesalahan dalam menemukan variable-variabel dan tolak ukur Balanced 
Scorecard yang tidak sejalan dengan harapan stakeholders terutama non-
owner stakeholders, yautu karyawan, customer, pemasok, dan masyarakat. 
3. Improvement goals dalam organisasi tidak didasarkan pada kebutuhan 
stakeholders 
4. Tidak ada system yang diandalkan yang dapat dirinci sasaran-sasaran pada 
tingkat manajer puncak hingga level bawahnya secara efektif yang pada 
dasarnya merupakan alat aktualisasi strategi dan pengembangan bisnis. 
5. Karyawan kurang memiliki rasa memiliki terhadap organisasi. 
2.1.11 Perspektif Balance Scorecard dalam Organisasi Sektor Publik 
 Robert S. Kaplan san David P. Norton dalam bukunya Balanced Scorecard 
Translating Strategy Info Action membahas Balanced Scorecard dengan lebih 
menekankan pada perspektif bisnis (private), namun dalam perkembangannya 
konsep Balanced Scorecard sudah mulai diadopsi dalam Sektor bisnis 
dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan (competitiveness), sedangkan untuk 
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sector public yang menekankan pada nilai misi dan pencapaian (mission value and 
effectiveness).  
 Aspek keuangan, untuk sektor bisnis akan mengutamakan keuntungan, 
pertumbuhan, dan pangsa pasar sedangkan pada sektor publik atau organisasi 
publik dimaksudkan untuk pengukuran produktivitas dan tingkat efisiensi. Pihak-
pihak yang berkepentingan, untuk Sektor bisnis akan lebih mengutamakan para 
pemegang saham, pembeli, dan manajemen, sedangkan untuk sektor publik atau 
organisasi publik akan meliputi para pembayar pajak, pengguna jasa dan 
legislative (Macfud, 2002). 
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Tabel 2.1 
Perbandingan Balanced Scorecard pada sektor Bisnis dan Sektor Publik 
 
Jenis Sektor Bisnis Sektor Publik 
1. Strategic tujuan 
Utama 
2. Tujuan Finansial 
3. Pihak yang 
berkepentinga 
4. Hasil yang 
diinginkan 
5. Faktor kunci 
sukses 
1. Peningkatan persaingan  
2. Pertumbuhan laba, pangsa 
pasar 
3. Pemegang saham, pembeli, 
manajemen 
4. Kepuasan konsumen 
5. Tingkat pertumbuhan 
pendapatan, pangsa pasar, 
keunikan, teknologi 
 
1. Nilai misi dan 
efektivitas  
2. Produktivitas, tigkat 
efisiensi 
3. Pembayaran pajak, 
pengguna jasa , 
legislatif 
4. Kepuasan konsumen 
5. Penerapan 
manajemen yang 
baik, srandarisasi 
teknologi, skala 
ekonomi 
 
Sumber : Machfud, 2002 
 Balanced scorecard (BSC) dapt dipergunakan dalam organisasi 
pemerintahan. Karena dengan BSC pimpinan pemerintahan dapat mengetahui apa 
harapan rakyat dan apa kebutuhan pegawai pemerintah untuk memenuhi harapan 
32 
 
 
rakyat itu. Menurut Sidik (2002), ada beberapa keuntungan bagi pemerintah 
apabila dalam proses menggunakan BSC, diantaranya : 
1. BSC menempatkan seluruh organisasi dalam proses pembelajaran,  
2. Keputusan penganggaran yang lebih rasional,   
3. Memfasilitasi perbaikan kerja,  
4. Memperbaiki komunikasi kepada stakeholders,   
5. Memberikan data untuk acuan (benchmark).  
 Balanced scorecard pada sektor publik dilakukan dengan memulai 
proses pembelajaran dibidang keahlian, pengetahuan data, ataupun masyarakat. 
Proses pembelajaran ini akan mempengaruhi proses bisnis internal organisasi. 
Proses internal akan mewarnai mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
maupun wakil rakyat, mempengaruhi niali dan manfaat serta mempengaruhi 
keuangan dan biaya sosial dan secara keseluruhan akan bermuara pada misi 
organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Macfud, 2002) 
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Gambar  2.1 
Balanced Scorecard Sektor Publik 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Machfud, 2002 
2.2 Kerangka Pemikiran  
 Organisasi sektor publik mempunyai tujuan utama memberikan pelayanan 
publik. Balanced scorecard pada organisasi sektor publik menempatkan 
perspektif pelanggan di puncak perspektif lainnya seperti digambarkan berikut : 
 
 
 
MISI 
Nilai dan 
Manfaat 
Proses Internal 
Keuangan dan 
Biaya Sosial 
Mutu Pelayanan 
Pembelajaran : keahlian, 
pengetahuan, data dan 
masyarakat 
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Gambar 2.2 
Kerangka Berfikir  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari 
pengumpulan data yang diambil peneliti dari instansi terkait, melakukan proses 
wawancara dari beberapa informan dan pengambilan dari sumber dokumen, 
diketahui  bahwa dinas terkait sudah melakukan proses pengukuran kinerja 
dengan cara non Balanced scorecard sehingga penulis megguanakan metode 
Balanced Scorecard  dengan menggunakan pengukuran empat perspektif. empat 
perspektif tersebut diantaranya : 
1. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran  
a. Pola kerja dan motivasi pegawai 
b. Pendidikan dan pelatihan pegawai  
PENGUMPULAN DATA 
PENGUKURAN 
DINAS  
PENGUKURAN 
BSC 
PERSPEKTIF 
PERTUMBUHAN 
& 
PEMBELAJARAN  
PERSPEKTIF 
BISNIS 
INTERNAL 
PERSPEKTIF 
PELANGGAN  
PERSPEKTIF 
KEUANGAN  
PERBANDINGAN 
PENGUKURAN DINAS 
DENGAN BSC 
KESIMPULAN  
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2. Perspektif Bisnis Internal 
a. Kedisiplinan penyampaian laporan 
b. Ketepatan penyampaian laporan 
c. Ketaatan SOP 
d. Kinerja layanan internal 
3. Perpektif Keuangan 
a. Anggaran dan realisasi dijalankan dengan baik, efektif dan efisien 
4. Perspektif Pelanggan 
a. Opini masyarakat 
b. Komplain dan keluhan masyarakat 
c. Fasilitas pelayanan 
Dalam hal ini analisis data tersebut dianalisis dan dievaluasi dengan 
pendekatan ke empat perspektif dalam balanced scorecard. Tahap penarikan 
kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian peneliti 
mengkomparasikan data-data yang bersifat empiris dengan data teoritis, 
mengadakan pemeriksaan keabsahan data dan terakhir , peneliti memaparkan ide-
ide atau pemikiran yang berhubungan dengan hasil penelitian itu secara reflektif 
dalam melakukan penyempurnaan terhadap kondisi subjek penelitian.  
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2.3 Penelitian yang Relevan 
Table 2.2 
Penelitian yang Relevan 
 
Nama 
Peneliti/ 
tahun 
Judul 
Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Hasil Penelitian  
Fitriyani, Dewi/ 
2014 
“Balanced 
Scorecard : 
Alternatif 
Pengukuran 
Kinerja 
Organisasi 
Sektor Publik” 
Kualitatif  Balanced 
Scorecard 
mengukur 
kinerja melalui 
empat 
perspektif. 
penerapan 
Balanced 
Scorecard dapat 
dimodifikasi 
beradaptasi 
dengan jenis 
organisasi, visi 
dan strategi yang 
diterapkan 
Ida Ayu Putu 
Nugraheni 
Ni Made Dwi 
Ratnadi 
I G A Made Asri 
Dwija Putri/ 
2016 
“Penilaian 
Kinerja 
Berdasarkan 
Balanced 
Scorecard Pada 
Badan 
Penanaman 
Modal dan 
Perizinan 
Daerah 
Kabuaten 
Tabanan ” 
Kuantitatif  Kinerja BPMPD 
Kabupaten 
Tabanan ditinjau 
dari empat 
perspektif 
Balanced 
Scorecard 
menunjukan 
hasil yang baik, 
dan ditinjau 
secara 
keseluruhan 
mendapatkan 
penilaian dengan 
kualifikasi 
sedang dan 
memiliki tingkat 
keberhasilan 
yang cukup 
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berhasil  
Ilsa Lailiana/ 
2013 
“Analisis 
Kinerja Rumah 
Sakit Dengan 
Pendekatan 
Balanced 
Scorecard 
(Kasus RSU 
Haji Makasar)” 
Kuantitatif  Penilaian kinerja 
RSU Haji 
Makasar 
berdasarkan 
perspekif 
Balanced 
Scorecard 
menghasilkan 
kinerja yang 
baik 
Irsutami  
Chici 
Ramadhaniah/ 
2011 
“Pengembangan 
Pengukuran 
Kinerja Dengan 
Pendekatan 
Balanced 
Scorecard (Studi 
kasus pada 
Politeknik 
negeri Batam)” 
Kualitatif  Pengembangan 
pengukuran 
dengan 
Balanced 
Scorecard 
sangat 
memungkinkan 
untuk diterapkan 
pada Politeknik 
Negeri batam. 
Organisasi lebih 
efisien dalam 
penggunaan 
anggaran 
pendidikan 
karena konsep 
Balanced 
Scorecard dapat 
mengarahkan 
organisasi dalam 
menyusun 
program dan 
kegiatan yang 
relevan dengan 
sasaran dan 
tujuan yang 
hendak dicapai 
Wahyudin Nor/ 
2012 
“Penerapan 
Balanced 
Kualitatif Melalui 
Balanced 
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Scorecard pada 
pemerintah 
daerah” 
Scorecard 
organisasi sector 
publik mampu 
menjelaskan 
misinya kepada 
masyarakat dan 
dapat 
mengidentifikasi 
proses kerja dan 
kualitas sumber 
daya manusia 
yang dibutuhkan 
dalam mencapai 
misi dan 
srateginya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1  Desain Penelitian 
Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk 
melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian memberikan 
prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau 
menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar 
dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan 
menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien. Klasifikasi desain penelitian 
dibagi menjadi dua yaitu, eksploratif dan konklusif. Desain penelitian konklusif 
dibagi dibagi lagi menjadi dua tipe yaitu deskriptif dan kausal. Dalam penelitian 
ini digunakan penelitian eksploratif dan deskriptif.  
Menurut Malhotra (2007), penelitian eksploratif bertujuan untuk 
menyelidiki suatu masalah atau situasi untuk mendapatkan pengetahuan dan 
pemahaman yang baik. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan sesuatu. Penelitian deskreptif memiliki pernyataan yang jelas 
mengenai permasalahan yang dihadapi, hipotesis yang spesifik, dan informasi 
detail yang dibutuhkan. 
Dengan  digunakan  metode  kualitatif  ini  maka  data  yang  didapatkan 
akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan 
penelitian  dapat  dicapai.  Desain  penelitian  kualitatif  ini  dibagi  dalam  empat 
tahap, yaitu:  
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1. Perencanaan 
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  tahap  ini  adalah  sebagai berikut: 
analisis laporan keuangan yang mencakup terjadi efektif atau efisien lalu 
mengukur pengakuan dan penyajian laporan keuangan di Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pelaksanaan  
Pada  tahap  ini  peneliti sebagai  pelaksana  penelitian  sekaligus 
sebagai  human  instrument  mencari  informasi  data,  yaitu  wawancara 
mendalam  pada  bagian administrasi dan pemimpin dalam Subag atau 
Kabag di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. 
3.  Analisis Data  
Analisis  data  dilakukan  setelah  peneliti  melakukan  wawancara 
mendalam terhadap  bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. 
4. Evaluasi  
Semua  data mengenai laporan keuangan perencaan yang 
digunakan bagian evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang telah dianalisis kemudian 
dievaluasi dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. 
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3.2  Subyek Penelitian 
 
3.2.1 Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti 
(Arikunto,2006:145). Objek  penelitian  adalah  obyek  yang  dijadikan  penelitian  
atau yang  menjadi  titik  perhatian  suatu  penelitian. Adapun yang menjadi 
subyek dalam penelitian ini adalah Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dam 
Pelaporan. Beliau yaitu Bapak Agus Wahyudi dengan tujuan yaitu untuk 
mengetahui Evaluasi dan laporan kinerja yang sudah diatur dalam LKjIP ( 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).  
3.2.2  Informan 
Informan adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong,2005:90). 
Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Sub Bagian PEP ( Perencanaan 
Evaluasi dan Pelaporan ) di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo yaitu Bapak Sulistyo Budi Wijoyo, S.Kom 
3.3      Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam 
suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif 
maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya 
dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh 
dari hasilobservasi, wawancara, dokumentasi,dan 
  
 
gabungan/triangulasi. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
untuk mendapatkan keterangan lisan dengan mengajukan pertanyaan 
secara langsung dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan 
keterangan pada peneliti (Mardialis,2003:64). Dalam  teknik pengumpulan 
menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Metode ini 
bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data langsung dari pemimpin 
atau pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo.  
Dibawah ini berikut uraian jadwal wawancara , sebelumnya penulis 
memberikan surat ijin kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo yaitu akan mengadakan penelitin di Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tersebut dan pihak dari dinas memberikan 
respon yang baik. Dengan begitu saya langsung mengutarakan maksud dan tujuan 
penelitian kepada pegawai yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo tersebut.  
Pada tanggal 22 April saya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo untuk menemui Ibu Hening Budiningtyas untuk 
menyerahkan surat izin penelitian. Dari bagian resepsionis akan mengatakan tidak 
bisa langsung ada tanggapan karena menunggu surat disispo terlebih dahulu ke 
  
 
bagian Umum. Saya diminta untuk meninggalkan nomor telepon agar bisa 
dihubungi ketika surat sudah ditindaklanjuti. 
Dua hari berselang tanggal 24 April saya kembali ke Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo setelah sebelumnya saya diberitahu surat 
sudah didispo ke bagian terkait.  Kemudian saya langsung menuju ke Bagian 
Umum untuk melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan 
sebelumnya saya bimbingkan kepada DPS (Dewan Pembimbing Skripsi) . 
Disamping melakukan wawancara, penulis melakukan dokumentasi yaitu dengan 
mengambil gambar keadaan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo diantaranya melakukan foto bersama narasumber. 
Peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan 
wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Pewawancara hendaknya menghindari kata yang memiliki arti ganda, 
taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas. 
b. Pewawancara menghindari pertanyaan panjang yang mengandung banyak 
pertanyaan khusus. Pertanyaan yang panjang hendaknya dipecah menjadi 
beberapa pertanyaan baru. 
c. Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit dengan 
acuan waktu dan tempat yang jelas. 
d. Pewawancara seharusnya mengajukan pertanyaan dalam rangka 
pengalaman konkrit si responden. 
  
 
e. Pewawancara sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang ada atau sama 
sekali tidak menyebutkan alternatif. 
f. Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden marah 
,malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang dapat memperhalus. 
2. Angket/Kuesioner 
Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau 
mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden (Sugiyono, 
2010). Kuesioner dalam penelitian ini mengajukan beberapa daftar 
pertanyaan tentang kualitas sumber daya manusia, kepuasan pelanggan 
terhadap kinerja atau pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
kabupaten Sukoharjo  
  Terdapat beberapa indikator yang masing-masing dari perspektif 
sudah dinyatakan dalam bentuk kuesioner yang harus diisi oleh responden 
diantaranya dari masyarakat dan para pegawai yang ada di Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Berikut indikator dari masing-
masing perspektif : 
a. Perspektif pelanggan :  
1) Opini masyarakat 
2) Komplain dan keluhan masyarakat 
3) Fasilitas pelayanan  
b. Perspektif keuangan :  
1) Anggaran dan realisasi sudah dijalankan dengan baik , efisien dan efektif 
  
 
c. Perspektif Proses Bisnis Internal : 
1) Kedisiplinan penyampaian laporan 
2) Ketepatan penyampaian laporan 
3) Ketaatan SOP 
4) Kinerja layanan internal  
d. Perspektif Pertumbuhan dan Pengembangan : 
1) Pola kerja dan motivasi pegawai 
2) Pendidikan dan pelatihan pegawai  
3.   Observasi 
 Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku yang relevan dan kondisi 
lingkungan yang tersedia di lapangan penelitian. Metode observasi yaitu salah 
satu metode pengumpulan data dimana peneliti melihat dan mengamati secara 
visual sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observer 
(Bosrowi&Suwandi,2008:94). Sedangkan menurut Kusuma (1987:25) observasi 
adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap 
aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki.  
 Pada tanggal 24 April, yang semula kegiatannya akan melakukan 
wawancara dengan narasumber , tetapi beliau tidak ada maka saya melakukan 
observasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dengan 
melihat dan mengamati kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 
disana.  Dengan melakukan pendekatan dengan para pegawai yaitu dengan cara 
mengobrol ringan/santai dan sopan , bertanya-tanya sekiranya mengenai data apa 
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saja yang dibutuhkan oleh peneliti dengan tidak menggangu pekerjaan para 
pegawai disana. 
 Observasi juga dilakukan dengan melihat laporan keuangan di bagian 
Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaupaten 
Sukoharjo, yang seharusnya filenya tersedia di DPA SKPD (Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tetapi masuk servernya 
harus melalui Log In terlebih dahulu.  Bapak Tri Wahyudi selaku staf di Bagian 
Perencanaan dengan sangat rendah hati memberikan laporan keuangan tersebut..  
4.  Dokumentasi 
 Dokumen menurut  Sugiyono,  (2009:240)  merupakan  catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa  foto,  
gambar,  serta  data-data  mengenai profil, kegiatan, perencanaan serta pelaporan 
laporan keuangan mengenai anggaran dan realisasi. Dokumentasi adalah suatu 
cara pengumpulan data yang dihasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan 
bukan berdasarkan perkiraan (Bosrowi &Suwandi ,2008 :158).  
 Dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo 
memberikan LKjIP ( Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ) yang sudah diatur 
dalam Peraturan Daerah yang sudah di SAH kan oleh Bupati Sukoharjo, Data 
Pegawai, serta tugas pokok dan fungsinya yang diberikan berupa softfile yang 
saya terima melalui Flashdisk dan pengiriman melalui email. 
 
  
3.4 Sumber Data dalam Penelitian 
1. Data  Primer 
 Data primer adalah data  dalam  bentuk  verbal  atau  kata-kata  yang 
diucapkan  secara  lisan,  gerak-gerik  atau  perilaku  yang  dilakukan oleh  subjek  
yang  dapat  dipercaya,  yakni  subjek  penelitan  atau informan  yang  berkenaan  
dengan  variabel  yang  diteliti  atau  data yang diperoleh dari responden secara 
langsung (Arikunto, 2010:22).   
 Adapun data primer pada penelitian ini dilakukan dengan bertatap muka 
serta wawancara mengenai pengukuran kinerja di Dinas Pendidikan dan 
Kabupaten Sukoharjo bila diukur dengan metode Balanced Scorecard.  
2. Data sekunder, 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data  yang  
menunjang  data  primer.  Dalam  penelitian  ini  diperoleh dari  hasil  observasi  
yang  dilakukan  oleh  penulis  serta  dari  studi pustaka.  Dapat  dikatakan  data  
sekunder  ini  bisa  berasal  dari dokumen-dokumen  grafis  seperti  tabel,  catatan, 
SMS,  foto  dan  lain-lain (Arikunto, 2010:22). 
 Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil dokumen-
dokumen administrasi, laporan keuangan anggaran perencanaan data 
kepegawaian, dan laporan kinerja instansi pemerintahan dari Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo 
 
 
  
3.5    Teknik Analisis Data 
 Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif. Dengan melihat dari 
keempat perspektif yang ada dalam metode atau alat Balanced Scorecard untuk 
mengevaluasi pengukuran kinerja yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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Kabupaten Sukoharjo.  Penelitian ini, penulis menggunakan teknik pemeriksaan 
triangulasi melalui penggunaan data/sumber. Triangulasi dengan sumber ini 
digunakan dengan jalan membandingkan dan mengecek informasi atau data  yang 
diperoleh dari wawancara dengan dokumentasi dan hasil pengamatan. Hal ini 
dapat dicapai dengan jalan  :Membandingkan data hasil pengamatan dengan data 
hasil wawancara 
1. Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan, (Moleong, 2001: 33).  
4. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dalam pengecekannya 
dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 
wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 
dokumen yang berkaitan. Analisis data menggunakan dari hasil 
wawancara yang dilakukan secara continue dan berkesinambungan lalu 
dibuat transkip wawancara dengan membandingkan hasil pengukuran 
kinerja sebelumnya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo. Lalu disesuaikan dengan teori Balanced Scorecard 
yang digunakan penulis sebagai acuan atau materi untuk mengupayakan 
menerapkan metode Balanced Scorecard dengan baik, yang selama ini 
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo  belum 
menggunakan metode atau cara dalam pengukuran kinerja.  
5.   Setelah  peneliti  menulis  hasil  wawancara  tersebut  kedalam  
transkrip, selanjutnya  peneliti  harus  membaca  secara  cermat  untuk  
kemudian dilakukan  reduksi  data.  Peneliti  membuat  reduksi  data  
dengan  cara membuat  abstraksi,  yaitu  mengambil  dan  mencatat  
informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian 
atau mengabaikan kata- kata  yang  tidak  perlu  sehingga  didapatkan  inti  
kalimatnya  saja,  tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. 
  Abstraksi  yang  sudah  dibuat  dalam  bentuk  satuan-satuan  yang 
kemudian  dikelompokkan  dengan  berdasarkan  taksonomi  dari  domain 
penelitian.  Analisis  Domain  menurut  Sugiyono  (2009:255),  adalah 
memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau 
situasi sosial. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Penelitian  
Terselenggaranya good governance merupakan suatu syarat bagi setiap 
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 
cita-cita negara. Untuk mencapai good governance diperlukan pengembangan dan 
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 
secara efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme. 
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP 
MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas 
umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib 
penyelengara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas 
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.  
Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas 
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Berpijak dari hal tersebut di atas Dinas Pendidikan dan Keudayaan 
Kabupaten Sukoharjo yang keberadaannya sebagai hasil produk dari Perda 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016, susunan Organisasi Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, terdiri dari : 
a. Sekretariat. 
b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal. 
c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.  
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.  
e. Bidang Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. 
f. Bidang Kebudayaan. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional.  
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.  
 
4.1.1 Susunan Kepegawaian 
  Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas : 
1. Kepala  
2. Kelompok Jabatan Fungsional 
3. Sekretaris  
a. Subbagian Perencanaan 
b. Subbagian Keuangan 
c. Subbagian Umum, Subbagian Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas 
Pembantuan 
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4. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 
a. Seksi Kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Non Formal 
c. Seksi Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal 
5. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 
a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 
c. Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar 
6. Bidang Pembinaan Sekolah Menengan Pertama  
a. Seksi Kurikulum SMP 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 
c. Seksi Peserta Didik SMP 
7. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
a. Seksi Pembinaan Pendidik PAUD dan Pendidikan Non Formal 
b. Seksi Pembinaan Pendidik SD dan SMP 
c. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan  
8. Bidang Kebudayaan 
a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 
b. Seksi Seni dan Budaya 
c. Seksi Pariwisata  
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Kepengurusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo 
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Semenjak diberlakukannya Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, bidang pendidikan 
mengalami perubahan wewenang pendidikan menengah dan penyatuan kembali 
bidang kebudayaan. Dimana konsekuensi dari perubahan tersebut memberikan 
dampak perubahan dalam hal pola tatanan itu berupa pendanaan pendidikan, 
sumber daya manusianya maupun keikutsertaan lapisan masyarakat dalam 
peningkatan bidang pendidikan. 
Pembangunan bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk 
menyiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan unggul di 
masa yang akan datang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya 
di wilayah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu kebijakan nasional 
bidang pendidikan yang meliputi: pemerataan memperoleh kesempatan 
pendidikan, peningkatan mutu dan relevenasi pendidikan, efisiensi dan efektifitas 
pendidikan perlu dukungan dan partisipasi baik dari Pemerintah Daerah maupun 
lapisan masyarakat guna menunjang program-program dan kegiatan  bidang 
pendidikan.  
a. Visi dan Misi 
Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo adalah : 
“Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang kokoh dalam IMTAQ ( Iman dan 
Taqwa ), Unggul dalam IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) dan Berdaya 
saing tinggi”.   
56 
 
 
Adapun unsur dimensi yang terkandung dalam Visi tersebut, yaitu : bahwa 
pendidikan di arahkan untuk dapat menghasilkan anak didik yang beriman, 
berilmu dan beramal, serta memiliki daya saing dalam menghadapi era 
globalisasi pada masa yang akan datang.  
Prasyarat sumber daya manusia yang memiliki daya saing di era globalisasi, 
antara lain : 
1) Kemampuan berkomunikasi secara global (bahasa internasional). 
2) Kemampuan akses pada teknologi global. 
3) Kemampuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang 
bersaing di pasar global. 
Sedangkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo didalam 
mewujudkan Visi di atas, adalah sebagai berikut : 
1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
2) Meningkatkan kerukunan yang dilandasi oleh budi pekerti luhur, berbudaya, 
dan berwawasan kebangsaan. 
3) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. 
4) Meningkatkan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan melalui jalur 
pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. 
5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi. 
b. Tujuan dan Sasaran 
Tujuan yang menjadi prioritas di bidang pendidikan, antara lain : 
1) Meningkatkan mutu dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan 
2) Mengembangkan kesenian dan nilai budaya 
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3) Pembinaan dan pengembangan generasi muda 
Adapun sasaran pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain : 
1) Membentuk iman dan taqwa serta berbudi luhur, dan sehat jasmani dan rohani 
2) Mengembangkan serta membina kesenian dan nilai-nilai budaya 
3) Meningkatkan pembinaan generasi muda dan karang taruna 
4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 
5) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata 
6) Meningkatkan prestasi siswa 
7) Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan 
8) Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun 
9) Tersedianya data dan informasi pendidikan 
10) Meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan profesionalisme tenaga 
guru 
c. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran  
Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo 
dilaksanakan pada semua kegiatan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian 
visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan yang menjadi perhatian utama 
adalah program kerja dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran 
sebagaimana tugas pokok dan fungsi. 
1) Kebijakan Bidang Pendidikan 
Guna mewujudkan visi dan misi serta pencapaian tujuan maupun sasaran 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tanggungjawab di bidang 
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pendidikan telah menyusun 10 arah kebijakan umum di bidang pendidikan, 
antara lain: 
a) Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun;  
b) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;  
c) Peningkatan mutu pendidikan; 
d) Peningkatan dan pelestarian seni  serta budaya daerah di 12 kecamatan; 
e) Peningkatan guru berkualifikasi dan berkompetensi;  
f) Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan; 
g) Ketersediaan data informasi pendidikan; 
h) Meningkatkan bantuan dan layanan pendidikan; 
i) Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan; 
j) Peningkatan kualitas kesehatan murid melalui perbaikan gizi dan usaha 
kesehatan sekolah. 
2) Implementasi 10 arah kebijakan umum Dinas Pendidikan Sukoharjo 
Penuntasan Wajar Diknas Sembilan tahun antara lain : 
a) Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah; 
b) Pengadaan mebeluer sekolah; 
c) Menyelenggarakan lomba-lomba untuk siswa; 
d) Pengadaan perlengkapan sekolah dan laboratorium sekolah;  
e) Penyelenggaraan pusat kelompok belajar masyarakat ( PKBM ); 
f) Pembinaan lembaga pendidikan kursus ( LPK ); 
g) Penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar ( SKB ); 
h) Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL); 
59 
 
 
i) Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun; 
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, antara lain : 
a) Pembangunan dan Revitalisasi sarana / prasarana TK, SD/MI dan SMP;           
b) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa; 
c) Pengadaan alat praktik dan peraga untuk siswa; 
d) Operasional dan perawatan fasilitas SMP; 
e) Pengadaan komputer dan printer; 
f) Pengadaan sarana dan prasarana kantor;  
g) Pengadaan kendaraan dinas; 
h) Pengadaan sarana olahraga dan kesenian; 
Peningkatan mutu pendidikan, antara lain : 
a) Penyelenggaraan lomba mata pelajaran bagi siswa;  
b) Lomba Kompetensi dan kreativitas siswa dan guru; 
c) Seleksi siswa berprestasi; 
d) Lomba cerdas cermat SD/MI; 
e) Penyelenggaraan olimpiade MIPA; 
f) Pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 
g) Akreditasi sekolah; 
h) Pelaksanaan program akselerasi; 
i) Pelaksanaan mapel PAI dan seni Islami; 
j) Pelaksanaan ujian semester 1 dan 2. 
Peningkatan guru berkualifikasi dan berkompetensi serta kesejahteraan tenaga 
kependidikan, antara lain : 
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a) Penilaian angka kredit guru, guru pamong, penilik; 
b) Bintek penyusunan karya ilmiah; 
c) Bintek mutu tenaga kependidikan; 
d) Bintek penilik tenaga kependidikan 
e) Bintek penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan; 
f) Bintek profesional kepala sekolah; 
g) Bintek pengawas sekolah; 
Ketersediaan data informasi pendidikan, antara lain : 
a) Penyusunan profil pendidikan; 
Meningkatkan bantuan dan layanan pendidikan, antara lain : 
a) Pendidikan gratis untuk tingkat SD, SLTP; 
b) Bantuan ujian akhir sekolah ( UAS ) bagi siswa; 
c) Pelaksanaan penerimaan siswa baru; 
d) Bantuan ujian akhir nasional ( UAN ) bagi siswa SMP. 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, antara lain : 
a) Pembentukan dewan pendidikan; 
Pembentukan komite-komite sekolah. 
2. Rencana Kinerja 
Rencana kinerja merupakan penjabaran dan kelanjutan dari rencana strategis 
didalam laporan akuntabilitas yang berisi kegiatan-kegiatan dari program-program 
rencana strategis.  
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4.2  Hasil Penelitian  
4.2.1 Penilaian Kinerja 
Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Republik 
Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 
dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan sistem pertanggungjawaban 
kinerja instansi pemerintah yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.  Sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo maka disusunlah Laporan 
Kinerja Instansi Pemeritah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
daan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, diharapkan dapat bermanfaat untuk : 
1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan 
padaperaturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, 
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan 
akuntabilitas instansi pemerintah. 
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 
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4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
       Pengukuran kinerja kegiatan didahului dengan penetapan indikator kinerja 
berupa inputs (masukan), outputs (keluaran), outcomes (hasil), benefit (manfaat), 
dan impact (dampak). Pengukuran kinerja atas program, sasaran dan kegiatan 
dilakukan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi dari setiap indicator 
kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diuraikan berdasarkan formulir 
PKK dan PPS 
Pengukuran kinerja jasa pelayanan sektor publik Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan kabupaten Sukoharjo selama ini belum menggunakan metode dalam 
pengukuran kinerjanya. Maka disini penulis melakukan penelitian dengan 
menggunakan metode Balanced Scorecard untuk mengetahui sejauh mana 
pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo, yaitu dengan perspektif finansial, perspektif pelanggan, 
perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan perkembangan  
 
4.2.2 Pengukuran Kinerja 
1. Perspektif Pelanggan 
` Oleh Kaplan dan Norton (1996), perusahaan diharapkan membuat suatu 
segmentasi pasar dan ditentukan target pasarnya yang palingmungkin untuk 
dijadikan sasaran sesuai kemampuan, sumber daya, dan rencana jangka panjang 
perusahaan.  
Dari perspektif pelanggan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo selalu melibatkan masyarakat untuk perencanaan pembangunan yang 
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akan dilakukan seperti musrembang, meliputi forum dimana antar pemangku 
kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan 
daerah.  
Dimana di dalam sektor publik disini dalam perspektif pelanggan, tidak 
seperti di dalam perusahaan yang melihat dari kepuasan para pelanggan terhadap 
kinerja para pegawai tapi disini melihat seberapa keterlibatan masyarakat itu 
sendiri dalam pembangunan dan perencanaan. 
Berdasarkan hasil kuesioner peneliti dari responden dari perspektif 
pelanggan, hampir dari semua kuesioner yang diberikan kepada 50 responden  
kembali 44 dengan masing-masing indicator memberikan presentase tidak puas 
0,91 % , cukup puas sebesar 18,86 %, puas sebesar 63,86 % dan sangat puas yaitu 
sebesar 14,09 %. 
2. Perspektif Keuangan 
Sesuai dengan lampiran dibawah ini, terdapat anggaran dan realisasi berapa 
persen belanja tahun 2017.  
Table 4.1 
Daftar rencana pendapatan dan realisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN 
Triwulan I Rp  39.249.000,00  
Triwulan II  Rp 39.249.000,00  
Triwulan III  Rp 39.249.000,00  
Triwulan IV  Rp 39.253.000,00  
Jumlah  Rp 157.000.000,00 
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RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
PENDAPATAN   Rp 157.000.000,00 
Retribusi Tempat Rekreasi    Rp 157.000.000,00 
Retribusi Tempat Rekreasi 1 tahun Rp 157.000.000,00 Rp 157.000.000,00 
Sumber : DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017 
 Dari data diatas perspektif keuangan menunjukkan kinerja yang baik 
dengan melihat hasil realisasi pendapatan.  
1. Perspektif Proses Bisnis Internal 
Penilaian yang dilakukan terhadap perspektif proses bisnis internal 
merupakan penilaian atas program pemerintah yang dimaksudkan untuk 
memberikan pengalaman dan inovasi terhadap pegawai, yaitu meliputi perbaikan 
sistem pencatatan dan peningkatan kualitas prosess layanan. Layanan disini 
maksudnya memberikan pengetahuan kepada pegawai untuk meningkatkan 
inovasidalam pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo.  
 Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo yang 
sudah mengisi kuesioner yang disebar dari 12  pertanyaan yang sudah mencakup 
jenis pekerjaan yang ditetapkan presentase yang diperoleh Cukup Puas yaitu 
sebesar 23,33%, Puas sebesar 74,67 %, dan Sangat Puas sebesar  0,67 %.  Hasil 
menunjukkan bahwa pada umumnya pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai 
dengan SOP yang telah ditetapkan karena adanya sanksi jika ada yang tidak sesuai 
dengan prosedur.  
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1. Perspektif Pertumbuhan dan Perkembangan  
Penilaian yang dilakukan terhadap perspektif pertumbuhan dan 
perkembangan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja karyawan agar dapat 
meningkatkan kinerja karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang semakin 
baik, dibutuhkan peningkatan kapabilitas masing-masing karyawan. Kapabilitas 
yang dimaksudkan adalah dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh 
pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.  
Dengan catatan bahwa selama ini pengukuran kinerja yang sudah ada 
sudah berjalan dengan baik, tetapi dari manajemen atau pencatatan belum 
maksimal dan perlu dilakukan pelatihan. Peningkatan tenaga kerja dan pelatihan  
menjadi faktor utama dalam  memberikan pengembangan motivasi terhadap 
pegawai. 
 Dari kuesioner yang sudah dilakukan dan di berikan kepada pegawai 
hasil menunjukkan Cukup Puas 25,69 %, Puas sebesar 71,38 % dan Tidak  Puas 
sebesar 2, 92 %.  
 
2.2.3 Temuan Studi yang dihubungkan dengan Kajian Teori 
1. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo 
Sumber Daya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, dapat diidentifikasi sebagai berikut : 
a. Sumber Daya Aparatur 
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Gambar 4.2 
Proporsi kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo menurut pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo 
Jenjang  jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari 
pangkat/golongan distribusi pegawai berada antara golongan II dan IV, dengan 
proporsi golongan terbesar berada pada III/b. Secara keseluruhan proporsi 
golongan pegawai terdeskripsi pada diagram berikut : 
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Gambar 4.3 
proporsi kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo  menurut golongan ruang 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo 
 
Secara umum, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Dinas Pendidikan 
dan kebudayaan Sukoharjo memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM) yang 
kompeten. Persentase terbesar komposisi jumlah pegawai atas dasar tingkat 
pendidikan, 19%, memiliki background pendidikan strata dua (S2). 
Berdasarkan uraian di atas, terdapat kondisi yang mendukung 
dilakukannya penerapan Balance Scorecard sebagai sistem pengukuran kinerja 
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoaharjo. Kondisi tersebut 
adalah bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sukoharjo telah 
memiliki visi dan misi yang jelas dan mudah dipahami untuk dituangkan dalam 
konsep-konsep strategi yang jelas. Hal tersebut mempermudah menyususn sistem 
pengukuran kinerja dengan Balance Scorecard. 
Analisis data yang dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul 
adalah sebagai berikut : 
1. Menerjemahkan Visi, Misi, dan Strategi ke dalam Balance Scorecard 
68 
 
 
Dalam rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo terdapat beberapa point yang harus dicapai. Balance Scorecard 
menuntut adanya kesesuaian antara visi, misi, dan rencana strategis pada setiap 
perspektif Balance Scorecard. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
hubungan sebab akibat rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo. 
2. Kriteria Keseimbangan Balanced Scorecard pada Dinas Pendidikan dan 
Kebuadayaan Kabupaten Sukoharjo 
 Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, maka penulis dapat membuat kriteria 
keseimbangan Balanced Scorecard yang digunakan sebagai indikator  
Kriteria keseimbangan diatas digunakan sebagai pedoman untuk setiap 
perspektif Balanced Scorecard. Peneliti memberikan penilaian target untuk 
ukuran strategis yang mengalami perbaikan setiap tahunnya.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta pemaparan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. adapun kesimpulan-nya adalah 
sebagai berikut sesuai dengan upaya penerapan Balanced Scorecard sebagai tolak 
ukur kinerja di sector public, dengan masing-masing perspektif :  
1. Perspektif Keuangan  
Pengukuran kinerja berdasarkan perspektif  keuangan menunjukkan hasil 
yang baik. Karena semua capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo dituangkan dalam program dan kegiatan yang didanai dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 beserta perubahannya 
2. Perspektif Pelanggan  
Pengukuran kinerja berdasarkan perspektif pelanggan, berdasarkan hasil 
kuesioner dengan beberapa indicator, misalnya : Opini masyarakat, Komplain dan 
Keluhan masyarakat, dan Fasilitas pelayanan.  
Hasil kuesioner menunjukkan dari pendapat responden menyatakan Puas 
dengan hasil 63,86 %.  Dengan ini menunjukkan kinerja pegawai Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sudah memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat. Dengan tingkat presentase yang dihasilkan dari 
responden masyarakat. 
3. Perspektif Proses Bisnis Internal  
Pengukuran kinerja berdasarkan perspektif proses bisnis internal, berdasarkan 
hasil kuesioner dengan indicator, misalnya : Kedisiplinan kehadiran pegawai 
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ketapatan penyampaian laporan, ketaatan pada kuesioner, dan kinerja pelayanan 
internal. 
Hasil kuesioner menunjukan dari pernyataan tersebut menyatakan Setuju 
dengan hasil 74, 67 %. dengan ini menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan pekerjaan atau tugasnya 
sesuai dengan SOP ( Standar Operasional Prosedur ). 
4. Perspektif pertumbuhan dan pengembangan  
Pengukuran kinerja berdasarkan pertumbuhan dan pengembangan, 
berdasarkan hasil kuesioner yang dengan indicator, misalnya : pola kerja dan 
motivasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo 
Hasil kuesioner menunjukkan dari pernyataan tersebut menyatakan Setuju 
dengan hasil 71, 38 %. Dengan ini menunjukkan motivasi, pendidikan dan pola 
kerja yang dimiliki oleh Instansi sudah baik, ditunjukkan dengan hasil kuesioner 
yang di berikan kepada para pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Sukoharjo itu sendiri.  
5.2  Keterbatasan Penelitian 
1. Peneliti dalam memperoleh data masih belum maksimal,  hal ini disebabkan 
karena kebijakan organisasi dan pertimbangan rahasia organisasi. 
2. Peneliti hanya terbatas pada upaya penerapan balanced scorecard pada sektor 
publik khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo  
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5.3  Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka peneliti 
memberikan saran antara lain : 
1. Sebaiknya pelayanan kepada masyarakat harus lebh ditingkatkan lagi, 
mengingat organisasi sektor publik masyarakat berperan penting untuk 
kesejahteraannya. 
2. Sebaiknya kedisiplinan para pegawai harus lebih ditingkatkan untuk lebih giat 
lagi mengikuti apel pagi yang dilakukan setiap hari. 
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